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DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/DPD RI/II/2015-2016

TENTANG

HASIL PENGAWASAN 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2007

TENTANG
ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: 	 a.	 bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. 	 bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan 
kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan 
energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya 
harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan 
terpadu;

c.	 bahwa salah satu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 adalah dapat melakukan pengawasan 
atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan 
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pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama;

d. 	 bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf c 
diatas, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui 
Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai 
dengan lingkup tugasnya telah melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan undang-undang kelautan yaitu Undang-undang 
Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;

e. 	 bahwa hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d 
telah disampaikan dan diputuskan dalam Sidang Paripurna Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai Hasil Pengawasan 
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk disampaikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai 
bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

f. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan 
Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang 
Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Energi;

Mengingat: 	  	 1.	 Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5650);
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3.	 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

4.	 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah;

5. 	 Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 
25/DPD/2007 tentang Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-5

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017

Tanggal 20 Desember 2016

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH 
REPUBLIK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI.

PERTAMA	 :	 Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas 
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
20007 tentang Energi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
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KEDUA	 :	 Isi dan rincian Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum Pertama, disusun dalam naskah terlampir yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA	 :	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.   

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2016

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PIMPINAN

Ketua,

IRMAN GUSMAN 

Wakil Ketua, 

GKR. HEMAS

Wakil Ketua,

Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD
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BAB 1
PENDAHULUAN

A.	 LATAR BELAKANG

Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan energi  Indonesia mencapai  
angka 7–8 persen per tahun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan  
ekonomi  Indonesia saat ini yang berkisar antara 5 – 6 persen. Meskipun 
demikian, masih tingginya elastisitas energi Indonesia yang berada pada kisaran 
1,6, mencerminkan belum efisiennya penggunaan energi di Indonesia. Sebagai  
perbandingan, Thailand  dan  Singapura  memiliki  elastisitas  energi sebesar 1,4  
dan  1,1. Sementara  negara-negara maju  seperti  Jepang  dan  Amerika memiliki 
elastisitas energi yang berkisar antara 0,1 dan 0,2.

Namun pertumbuhan energi yang tinggi ini tidak diimbangi dengan kebijakan 
penyediaan energi yang baik. Data menunjukkan, pada tahun 2013, minyak masih 
menjadi energi dengan pangsa terbesar yang mencapai 44 persen dari jumlah 
total konsumsi energi sebesar 134 Milliar Tons of Oil Equivalent (MTOE). Pangsa 
terbesar selanjutnya adalah Batubara dan Gas dengan jumlah proporsi masing-
masing sebesar 29 persen dan 18 persen. Sedangkan konsumsi energi baru dan 
terbarukan hanya mencapai 8%. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan 
Indonesia terhadap energi fosil yang mencapai 92 persen. 

Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius mengingat dari tahun ke tahun 
kondisi cadangan energi fosil semakin menipis. Berdasarkan data neraca energi,  
Pada tahun 2013, produksi minyak bumi sebesar 300 juta barel, jika diasumsikan 
produksi relatif konstan, dapat memenuhi kebutuhan Indonesia hingga sekitar 
12 tahun ke depan. Pada tahun 2013, produksi gas bumi sebesar 2,97 TSCF, 
jika diasumsikan produksi relatif konstan, dapat memenuhi kebutuhan Indonesia 
hingga sekitar 34 tahun ke depan. Produksi batubara pada tahun 2013, sebesar 
449 juta ton, dimana 73 % dari total produksi tersebut diekspor. Jika diasumsikan 
produksi relatif konstan, maka sisa cadangan dapat memenuhi kebutuhan 
Indonesia selama 70 tahun ke depan. Kondisi tersebut mengisyaratkan keharusan 
untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Apalagi dengan 
kondisi geologis dan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya 
energi terbarukan yang sangat besar.

Tingginya pertumbuhan dan elastisitas energi ternyata belum diiringi dengan 
tingginya konsumsi energi per kapita Indonesia. Berdasarkan data tahun 2011, 
konsumsi energi per kapita Indonesia hanya mencapai 0,85 Ton of Oil Equivalent 
(TOE) di bawah rata-rata konsumsi dunia sebesar 1,7 TOE dan beberapa 
negara ASEAN (Singapura 3,7 TOE, Malaysia 2,5 TOE, dan Thailand 1,5 TOE). 
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Rendahnya konsumsi energi per kapita ini disebabkan masih rendahnya akses 
masyarakat terhadap energi. Hal ini dapat dilihat dari rasio elektrifikasi tahun 2014 
sebesar 88,50 persen, yang artinya masih ada 11,50 persen rumah tangga di 
Indonesia masih belum mendapatkan layanan listrik. Ratio elektrifikasi terendah 
terdapat di wilayah Indonesia Timur. Provinsi Papua masih merupakan yang paling 
rendah yaitu sekitar 44,40 persen disusul Nusa Tenggara Timur 57,74 persen 
lalu Sulawesi Tenggara 66,78 persen serta Kalimantan Tengah 68,27 persen. 
Penyebab utama rendahnya rasio elektrifikasi ini adalah kurangnya pembangunan 
infrastruktur energi listrik terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar 
yang pembangunannya akan memakan biaya yang tidak sedikit. Padahal wilayah 
Indonesia Timur memiliki potensi sumber energi terutama sumber energi baru dan 
terbarukan yang sangat besar yang dapat dipergunakan sebagai sumber energi 
pembangkit listrik.

Secara umum, potensi energi baru dan terbarukan Indonesia sangat besar 
yaitu lebih dari 300 GW yang terdiri dari tenaga air, surya, angin, panas bumi, 
biomassa, bio fuel dan lain sebagainya. Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) 
sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah No. 79 Tahun 2014 sebagai 
implementasi undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi, mengamanatkan 
adanya bauran energi primer dengan penggunaan energi baru dan terbarukan 
sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan paling sedikit 31 persen pada tahun 
2050. Tentunya target ini harus ditindaklanjuti dengan langkah strategis pemerintah 
dalam menyikapi turunnya harga minyak mentah dunia secara drastis. Strategi 
dimaksud berupa kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi 
baru terbarukan seperti energi angin, matahari,  geothermal, bioetanol,  micro 
hydro, energi arus laut dan lainnya.

Salah satu strategi pemanfaatan sumber daya energi nasional oleh pemerintah 
dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan pemerintah Nomor 
79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional adalah pemanfaatan sumber 
energi terbarukan dari jenis energi aliran air dan terjunan air, energi panas bumi, 
energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, dan energi angin yang diarahkan 
untuk ketenagalistrikan. Namun demikian, pemanfaatan sumber energi terbarukan 
di Indonesia masih sangat minim terbukti dari masih rendahnya pemanfaatan 
potensi sumber energi terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik. Sebagai contoh, 
saat ini pembangkit listrik dari air, panas bumi, dan energi terbarukan lainnya baru 
mencapai sekitar 11%. Ini artinya pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah 
untuk menambah kapasitas pembangkit listrik dari EBT sebesar 12% dalam waktu 
10 tahun ke depan untuk memenuhi sasaran bauran energi primer sebesar 23% 
di tahun 2025. 

Begitu juga dengan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi primer 
dimana saat ini baru terealisasi kurang dari 5%. Dengan demikian masih terdapat 
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potensi energi panas bumi yang belum termanfaatkan sebesar 95%. Potensi 
sumber energi panas bumi di Indonesia diperkirakan mencapai 40% dari cadangan 
dunia atau sekitar 28.000 megawatt (MW). Hingga kini, yang dimanfaatkan masih 
minim, di bawah 2.000 MW. Padahal awalnya pengembangan panas bumi di 
Tanah Air menjadi percontohan bagi negara di Asia. Pengembangan energi panas 
bumi berjalan lambat. 

Lambatnya pengembangan energi panas bumi ini akibat berbagai faktor 
terutama investasi yang mahal dan harga energi terbarukan yang masih tergolong 
mahal dibandingkan dengan energi fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu 
bara. Apalagi dengan turunnya harga minyak hingga di bawah 30 USD per 
barel, kesenjangan harga antara energi baru dan terbarukan dengan energi 
fosil semakin jauh. Bahkan PT PLN sebagai BUMN yang mendapat penugasan 
penyediaan listrik masih enggan untuk membeli energi listrik dari pembangkit yang 
menggunakan sumber energi terbarukan. Guna mengatasi hal ini pemerintah telah 
mengeluarkan kebijakan feed in tariff. Melalui kebijakan feed in tariff, Pemerintah 
memberikan jaminan terhadap harga dan jangka waktu kontrak pembelian energi 
listrik oleh PT PLN (Persero) sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian 
hukum bagi investor, meningkatkan daya tarik pengembangan pembangkit listrik 
dari EBTenergi baru dan terbarukan, menunjang sistem kelistrikan yang telah ada, 
serta meningkatkan aksesibilitas energi listrik di seluruh wilayah Indonesia. 

Secara keseluruhan, investasi di sektor energi baru dan terbarukan pada 
tahun 2015 hanya mencapai US $ 2,92 miliar dari target investasi EBT tahun 2015 
sebesar 4,48 miliar. Ini artinya target yang tercapai baru 65%. Oleh karena itu, 
diperlukan langkah-langkah progresif untuk mengembangkan dan memanfaatkan 
energi baru dan terbarukan untuk menyediakan kebutuhan energi bagi 
masyarakat menggantikan energi tak terbarukan (energi dari fosil) yang semakin 
hari semakin berkurang ketersediaannya tanpa bisa diperbaharui lagi. Disamping 
itu, pengurangan penggunaan energi fosil menjadi keharusan untuk memenuhi 
komitemen Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim, atau Conference of 
Parties (COP) 21, di Paris, Perancis yang akan mengurangi emisi karbon sampai 
dengan 26%.

B.	 TUJUAN PENGAWASAN

Tujuan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2007 tentang Energi adalah:

a.	 Untuk mengetahui kebijakan pengembangan dan pemanfaatan energi baru 
dan terbarukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah khususnya 
dalam penyediaan energi listrik sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
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b.	 Untuk mengetahui pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi 
aliran dan terjunan air dan energi panas bumi untuk ketenagalistrikan 
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2014 tentang Kebijakan Energi Nasional sebagai implementasi Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

c.	 Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang menghambat 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. 

d.	 Menetapkan rekomendasi bagi perumusan kebijakan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan 
energi melalui pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

C.	 DASAR HUKUM PENGAWASAN 
Fungsi pengawasan DPD RI dilaksanakan berdasarkan pada aturan-aturan 

yuridis formal, sebagai berikut:

1.	 Pasal 22D UUD 1945;

2.	 Pasal  248 ayat 1 huruf (d)  UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR,  DPR, DPD, 
dan DPRD;

3.	 Peraturan DPD RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib.

D.	 MEKANISME PENGAWASAN 
Mekanisme pengawasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang 

Energi adalah: 

1.	 Pasal 248 ayat 1 huruf (d)  UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR,  DPR, 
DPD, dan DPRD menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPD 
RI adalah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang 
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. 

Oleh karena itu, DPD RI memiliki kewenangan untuk menampung dan 
menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan 
pelaksanaan undang-undang tertentu dalam rangka melakukan monitoring/
pemantauan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.
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2.	 Mekanisme pengawasan Undang-Undang dilaksanakan melalui penyerapan 
aspirasi dan menampung pengaduan masyarakat dan daerah. Selain 
penyerapan aspirasi, dilaksanakan pula kunjungan kerja ke beberapa daerah 
termasuk melakukan dialog langsung dengan konstituen dan masyarakat 
umum di daerah.  Secara teknis prosedural hal tersebut dilakukan lewat 
wawancara, dialog, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum 
dengan pemangku kepentingan dan peninjauan langsung ke lokasi terkait.

E.	 ANGGARAN 
Seluruh biaya atas kegiatan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dibebankan kepada Anggaran DPD RI yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016.
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BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN

A.	 Subjek Pengawasan 
Subyek pengawasan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 

2007 tentang Energi adalah anggota DPD RI. Sesuai dengan kewenangan 
DPD RI berdasarkan Pasal 248 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2014  yang menyatakan bahwa salah satu fungsi DPD RI adalah dapat 
melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi 
daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat 
dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

B.	 Objek Pengawasan 
Objek pengawasan adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang 

Energi dan Peraturan Pelaksana atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2007 
tentang Energi. 

C.	 Metode Pengawasan 
Metode pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 tahun 

2007 tentang Energi adalah metode dekriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-
normatif  dengan memadukan berbagai instrumen pengawasan DPD RI.

D.	 Instrumen Pengawasan 
Instrumen pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 tahun 

2007 tentang Energi,  meliputi :

a.	 Rapat Dengar Pendapat (RDP)

RDP diselengggarakan dengan para pemangku kepentingan (stake holders) 
yaitu Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketua Umum Masyarakat 
Energi Terbarukan Indonesia, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) untuk memperoleh berbagai permasalahan dan masukan, terutama 
terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang 
Energi. 

Instrumen pengawasan yang dipergunakan dalam rapat dengar pendapat, 
meliputi dan tidak terbatas pada hak bertanya anggota DPD RI, dialog dan 
diskusi antara Komite II DPD RI dengan para pemangku kepentingan (stake 
holders). Hasil rapat dengar pendapat selanjutnya diinventarisir ke dalam 
identifikasi masalah. 
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b.	 Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya 
tentang kondisi di lapangan terkait dengan berbagai permasalahan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. 
Permasalahan tersebut,  mengemuka baik pada saat pelaksanaan rapat 
dengar pendapat maupun berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat 
di daerah. 

Instrumen pengawasan yang dipergunakan dalam rangka kunjungan kerja 
meliputi hasil identifikasi masalah terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
30 tahun 2007 tentang Energi, peraturan pelaksananya, yang dirumuskan 
dalam bentuk daftar pertanyaan. Selanjutnya daftar pertanyaan tersebut 
diklarifikasi melalui dialog dan tinjauan lapangan dengan para pemangku 
kepentingan (stake holders) di tingkat daerah dan pusat.

c.	 Kajian Yuridis Formal atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang 
Energi dilakukan dengan analisis terhadap pasal demi pasal yang terkait 
dengan kebijakan energi nasional, baik  yang dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah maupun stakeholders lainnya. 

Instrumen pengawasan yang digunakan dalam kajian yuridis meliputi:

a.	 Kajian terhadap berbagai ketentuan perundangan yang terkait energi.

b.	 Kajian dengan pendekatan law in books (aturan-aturan tertulis).

c.	 Kajian dengan pendekatan law in actions (kenyataan dalam masyarakat). 

E.	 Waktu dan Tempat Pengawasan 
Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang 

Energi dilakukan pada Masa Sidang II  Tahun Sidang 2015-2016. 

Tempat pelaksanaan pengawasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 
tentang Energi telah dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi kalimantan 
Tengah dan Provinsi Papua.
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BAB III

HASIL PENGAWASAN

Hasil pengawasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi meliputi 
aspek yuridis-formal berdasarkan penelusuran naskah perundang-undangan dan 
temuan yang terkait dengan penyerapan aspirasi di daerah.  Selain aspek yuridis-
formal, terdapat aspek sosio-politik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
temuan menonjol, aspirasi masyarakat, kunjungan kerja dan RDP/RDPU antara 
Komite II DPD RI dengan pemangku kepentingan.

Sesuai dengan metode dan instrumen pengawasan yang disebutkan pada Bab II, 
maka dihasilkan rumusan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2007 tentang Energi sebagai berikut :

1.	 Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan 
(EBT), namun pengembangannya belum dilakukan secara optimal. Kebijakan 
Energi Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 
Tahun 2014 mengamanatkan adanya bauran energi primer dengan penggunaan 
energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan paling sedikit 
31 persen pada tahun 2050. Sementara saat ini, pemenuhan kebutuhan energi 
dalam bentuk bahan bakar fosil masih mendominasi penyediaan energi nasional 
dengan persentase mencapai 93%. Keterlambatan pengembangan energi baru 
dan terbarukan disebabkan adanya beberapa kendala sebagai berikut :

a.	 Harga jual energi fosil, misalnya minyak bumi, solar dan batubara di Indonesia 
masih sangat rendah dibandingkan dengan harga energi dari sumber energi 
baru dan terbarukan.

b.	 Rekayasa dan teknologi pembuatan sebagian besar komponen utama 
konstruksi infrastruktur pengembangan energi baru dan terbarukan belum 
dapat dilaksanakan di Indonesia sehingga masih harus mengimpor.

c.	 Biaya investasi pembangunan yang tinggi menimbulkan masalah finansial 
pada penyediaan modal awal.

d.	 Belum tersedianya data potensi sumber daya yang lengkap karena masih 
terbatasnya studi dan penelitian yang dilakukan. Misalnya data Wilayah Kerja 
Panas Bumi hasil Survei Pendahuluan yang menjadi dasar pelelangan, belum 
bankable dan memungkinkan untuk dilakukan survei ulang oleh Badan Usaha.

e.	 Kontinuitas penyediaan energi listrik rendah, karena sumber daya energi baru 
dan terbarukan sangat bergantung pada kondisi alam yang perubahannya 
tidak tentu.
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2.	 Kebijakan energi untuk penyediaan tenaga listrik masih mengandalkan 
penggunaan energi yang berasal dari fosil. Dari kapasitas tenaga listrik yang 
terpasang, sebesar 72,85% energi listrik dihasilkan dari bahan bakar fosil yang 
terdiri : 28,58% dari pembangkit berbahan bakar gas; 25,28% dari minyak bumi; 
dan 18,99% berasal dari batu bara. Sedangkan tenaga listrik yang dihasilkan oleh 
tenaga air sebesar 11,96% dan yang dihasilkan oleh panas bumi sebesar 1,51%. 
Saat ini laju produksi minyak bumi Indonesia berada pada kisaran 800 ribu barel 
perhari. Diperkirakan minyak bumi Indonesia akan habis 11 tahun lagi. Kondisi 
yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada gas alam. Cadangan gas alam yang 
disebut-sebut mencapai 165 triliun standar kaki kubik akan habis dalam 20 tahun 
ke depan. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber energi fosil di Indonesia 
tidak lama lagi akan habis. Hal ini tentunya akan mengancam kondisi kelistrikan di 
Indonesia.

3.	 Pemerintah belum mampu menciptakan struktur harga energi baru dan terbarukan 
yang kompetitif dibandingkan dengan harga energi fosil. Hal ini belum sesuai 
dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi 
dan Pasal 20 ayat (1) dan (4) Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Energi Nasional. Akibatnya harga energi baru dan terbarukan tidak 
dapat bersaing dengan harga energi fosil. Kondisi ini semakin diperparah dengan 
adanya penurunan harga minyak bumi di tingkat dunia sampai di bawah US $ 30 
per barrel yang mengakibatkan kesenjangan harga energi baru dan terbarukan 
dengan harga bahan bakar minyak semakin lebar. 

4.	 Investasi swasta pada sektor energi baru dan terbarukan tahun 2015 hanya 
mencapai US $ 2,92 miliar dari target investasi EBT tahun 2015 sebesar 
4,48 miliar. Ini artinya target yang tercapai baru 65%. Rendahnya investasi 
sektor energi baru dan terbarukan disebabkan karena tarif dan harga pasar 
yang rendah, serta berbagai tantangan dalam perizinan, pengadaan tanah, 
persetujuan lingkungan, dan persepsi mengenai risiko keuangan akibat pembeli 
dari sektor pemerintah yang cenderung memonopoli dan disubsidi. Program 
keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang diluncurkan OJK dengan 
memprioritaskan pengembangan energi baru terbarukan maupun konservasi 
energi belum menunjukan hasil yang memuaskan. Dunia perbankan di Indonesia 
masih enggan mengucurkan pembiayaan untuk pengembangan sektor energi 
baru dan terbarukan. Keengganan ini karena masih rendahnya pengetahuan dunia 
perbankan di Indonesia tentang prospek energi terbarukan. Mereka memandang 
bahwa pengembangan energi terbarukan tidak bankable atau membutuhkan 
waktu lama untuk pengembalian modal.
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5.	 Proses koordinasi dalam pengembangan energi terbarukan seringkali menjadi 
rumit dan bahkan tidak efektif dengan carut marutnya peraturan yang ada. Regulasi 
yang ada dirasakan masih belum mampu mengantisipasi dinamika perkembangan 
energi terbarukan. Sampai saat ini belum ada Peraturan pemerintah yang secara 
khusus mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan 
secara komprehensif sebagaimana diamanatkan Pasal 22 dan Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Peraturan Pemerintah Nomor 
79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional belum mengatur secara rinci 
pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan.

6.	 Permasalahan regulasi juga semakin kompleks dengan kurangnya dukungan 
sektor lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian 
regulasi bahkan cenderung tidak harmonis dan menghambat pengembangan 
energi terbarukan. Pertentangan peraturan ini terlihat dari kegiatan investasi 
pengembangan panas bumi pada kawasan hutan dimana dalam Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberi batasan dan persyaratan yang 
ketat dalam memperoleh perizinan. Bahkan untuk kawasan konservasi, semua 
kegiatan tidak diijinkan sama sekali. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2014 tentang Panas Bumi, pengusahaan panas bumi pada kawasan hutan 
produksi, hutan lindung dan kawasan hutan konservasi dimungkinkan sepanjang 
mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan.

7.	 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa insentif fiskal untuk 
pengembangan energi terbarukan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 terkait dengan pengurangan PPh sebesar 30% 
selama 6 tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 terkait dengan 
fasilitas perpajakan (tax holiday) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 
terkait dengan pembebasan PPn atas impor barang kena pajak tertentu yang 
bersifat strategis. Meskipun insentif fiskal ini dapat mendorong investasi di sektor 
energi terbarukan namun pemerintah hendaknya menambah kebijakan dalam 
bentuk insentif non fiskal guna mengurangi beban investor atas biaya investasi.

8.	 Sampai dengan saat ini, pemerintah belum memiliki Rencana Umum Energi 
Nasional sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2007 tentang Energi. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) 
yang mengamanatkan bahwa Pemerintah menyusun rancangan rencana umum 
energi nasional berdasarkan kebijakan energi nasional dan Pasal 33 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menyebutkan bahwa peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) 
tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
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BAB 4
REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN

Berdasarkan pembahasan hasil pengawasan, maka DPD RI merumuskan 
rekomendasi atas hasil pengawasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007  tentang 
Energi sebagai berikut: 

1.	 Pemerintah perlu memberikan perhatian pada daerah yang belum dialiri listrik dan 
mendukung energi terbarukan yang ada di daerah tersebut.

2.	 Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengembangkan 
dan meningkatkan peran energi terbarukan khususnya pengembangan dan 
pemanfaatan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik, DPD RI 
merekomendasikan kepada Pemerintah untuk dapat melaksanakan beberapa 
strategi pengembangan dan peningkatan peran energi terbarukan diantaranya 
dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

a.	 Meningkatkan kegiatan studi dan penelitian yang berkaitan dengan 
pelaksanaan identifikasi setiap jenis potensi sumber daya energi terbarukan 
secara lengkap di setiap wilayah, upaya perumusan spesifikasi dasar dan 
standar rekayasa sistem konservasi energinya yang sesuai dengan kondisi di 
Indonesia.

b.	 Menekan biaya investasi dengan menjajaki kemungkinan produksi massal 
sistem pembangkitannya dan mengupayakan agar sebagian komponennya 
dapat diproduksi di dalam negeri, sehingga tidak semua komponen harus 
diimpor dari luar negeri. Penurunan biaya investasi ini akan berdampak 
terhadap biaya produksi.

c.	 Memasyarakatkan pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengadakan 
analisis dan evaluasi lebih mendalam tentang kelayakan operasi sistem di 
lapangan dengan pembangunan beberapa proyek percontohan.

d.	 Memberi prioritas pembangunan pada daerah yang memiliki potensi sangat 
tinggi, baik teknis maupun sosio-ekonomisnya.

e.	 Memberikan subsidi silang guna meringankan beban finansial pada tahap 
pembangunan. Subsisi yang diberikan, dikembalikan oleh konsumen berupa 
rekening yang harus dibayarkan pada setiap periode waktu tertentu. Dana yang 
terkumpul dari rekening tersebut digunakan untuk mensubsidi pembangunan 
sistem pembangkit energi listrik di wilayah lain.

3.	 Pemerintah harus segera mempercepat pelaksanaan kebijakan diversifikasi energi 
untuk penyediaan tenaga listrik guna mengantisipasi terjadinya krisis listrik. Langkah 
yang diambil oleh PT PLN untuk beralih dari penggunaan minyak bumi ke batubara 
dan gas (energi baru) harus dilanjutkan dengan pengoptimalan penggunaan 
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energi terbarukan bagi pembangkit listrik. Kapasitas penyediaan tenaga listrik dari 
instalasi PLTA yang saat masih berkisar 11,96% harus ditingkatkan. Penambahan 
PLTM dan PLTMH untuk memperbesar pasokan tenaga listrik di daerah-daerah 
yang memiliki potensi sumber energi dimaksud. Begitu juga dengan penggunaan 
energi terbarukan lainnya seperti energi panas bumi, energi gerakan dan perbedaan 
suhu lapisan laut, dan energi angin. Potensi energi panas bumi di Indonesia baru 
dimanfaatkan sebesar 5 persen. Dari potensi 16.035 megawatt yang ada baru 
dimanfaatkan sebesar 780 megawatt. Sementara kapasitas terpasang PLN yang 
dihasilkan dari panas bumi hanya sebesar 1,51% dari keseluruhan tenaga listrik 
yang dihasilkan. Potensi energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut yang 
dihasilkan dari energi pasang surut (tidal power), energi gelombang laut (wave 
energy), dan energi panas laut (ocean thermal energy) sebesar 49.000 MW dan 
baru dimanfaatkan untuk pembangkit listrik sebesar 0,01 MW. Potensi energi 
angin yang dimanfaatkan baru mencapai 1,88 MW.

4.	 DPD RI merekomendasikan Pemerintah untuk mengurangi subsidi terhadap 
bahan bakar minyak dan memperbesar subsidi untuk energi terbarukan. Hal ini 
untuk menciptakan harga keekonomian energi terbarukan. DPD RI berpendapat 
selama harga bahan bakar minyak lebih rendah dari harga energi terbarukan maka 
pengembangan energi terbarukan tidak kompetitif. Dengan adanya pengurangan 
subsidi untuk bahan bakar minyak dan pengalihan subsidi untuk pengembangan 
energi baru dan terbarukan, akan menjadikan harga bahan bakar minyak dan 
energi baru dan terbarukan menjadi kompetitif. DPD RI juga merekomendasikan 
kepada  pemerintah agar mengambil langkah-langkah inisiatif diantaranya 
dengan melakukan kegiatan survei pendahuluan dan eksplorasi panas bumi pada 
wilayah kerja panas bumi yang berpotensi dan berada di daerah krisis agar dapat 
mencapai harga keekonomian tenaga listrik yang dibangkitkan dan mengurangi 
risiko investor di sisi hulu.

5.	 DPD RI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk meningkatkan dukungan 
pada pembiayaan investasi pada sektor energi terbarukan. Pemerintah dapat 
menugaskan kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk memperbesar pembiayaan 
proyek energi terbarukan seperti pembangunan pembangkit listrik yang bersumber 
energi terbarukan seperti mini hidro dan biomassa. Hal ini sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.01/2010 yang menyebutkan bahwa 
pembentukan Pusat Investasi Pemerintah dimaksudkan untuk melaksanakan 
investasi langsung pada bidang investasi ramah lingkungan yang antara lain 
meliputi energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sampah, 
pengelolaan air, biomasa, bioethanol dan REDD+. Adanya dukungan dari Pusat 
Investasi pemerintah diharapkan dapat membantu mengatasi kendala atau 
kesulitan investor dalam memperoleh pendanaan baik dari pihak perbankan 
maupun lembaga keuangan lain. Dukungan Pusat Investasi Pemerintah juga 
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diharapkan mampu menjadi katalis keterlibatan pihak swasta dalam percepatan 
pembangunan proyek-proyek energi terbarukan yang memberikan manfaat 
sosial ekonomi kepada masyarakat. Begitu juga dengan peningkatan peran 
Bank Indonesia (BI) sebagai regulator perbankan di Indonesia. Kebijakan Green 
Banking yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia hendaknya diintensifkan  untuk 
mendorong perbankan nasional memberi porsi lebih besar kepada proyek-proyek 
berteknologi hijau dalam portofolio kredit mereka. 

6.	 Berdasarkan target capaian penggunaan energi terbarukan dan urgensi 
penggunaan energi terbarukan dalam rangka pencapaian ketahanan energi dan 
kemandirian energi nasional. DPD RI memandang perlu adanya produk hukum 
berupa undang-undang yang khusus mengatur tentang energi terbarukan. Dengan 
adanya undang-undang tentang energi terbarukan, diharapkan akan dapat 
menciptakan kepastian hukum bagi investor dalam usaha pengembangan energi 
terbarukan. Undang-undang tentang energi terbarukan juga sangat penting agar 
kewenangan pemerintah lebih powerfull dalam pengembangan energi terbarukan. 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi belum mengatur kekuasaan 
pemerintah dalam memberikan sanksi atau tindakan bagi yang  tidak taat aturan 
dalam pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan. Pemerintah hanya 
punya hak yang sifatnya memberikan dorongan saja. Selain untuk pencapaian tujuan 
seperti yang telah disebutkan, undang-undang energi terbarukan juga diharapkan 
dapat mengatur portofolio energi terbarukan, yaitu kewajiban pengembang energi 
konvensional (tak terbarukan) untuk mengembangkan energi terbarukan dalam 
investasi mereka. Aspek lain yang perlu diatur dalam undang-undang tentang 
energi terbarukan adalah pengaturan perijinan, kebijakan penunjang, pengaturan 
insentif pajak yang diberikan pemerintah, sosialisasi dan informasi mengenai 
pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan, pengaturan birokrasi dan 
otonomi daerah, pengaturan harga jual listrik energi terbarukan, pengaturan 
sumber pendanaan dari APBN, APBD maupun pendanaan dari sumber lain dan 
ketersediaan pendanaan jangka panjang di dalam negeri untuk pengembangan 
energi terbarukan.

7.	 DPD RI merekomendasikan kepada Pemerintah untuk melakukan langkah-
langkah pembenahan sistem dan kelembagaan. Langkah ini diarahkan untuk 
meningkatkan harmonisasi dan sinergi dari berbagai kebijakan energi nasional 
sehingga lebih bersifat action-oriented. Langkah-langkah dimaksud antara lain : 

a.	 Meningkatkan efektivitas sistem manajemen nasional dengan mendorong 
pengelolaan sumber daya energi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 
Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. 

b.	 Membenahi berbagai regulasi terkait dengan peraturan perundang-undangan 
yang tidak efektif dan tumpang-tindih (UU mengenai kehutanan, Minerba dan 
Pertanahan). 
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c.	 Membangun keharmonisan pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan 
undang-undang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan 
daerah, sehingga daerah juga bergairah untuk mengembangkan EBT. 

d.	 Meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan 
pengembangan EBT, khususnya meningkatkan koordinasi antar instansi dan 
menghilangkan tumpang-tindih kewenangan.

8.	 DPD RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyediakan insentif non 
fiskal guna mengurangi beban finansial atas investasi yang mereka tanamkan 
di sektor energi terbarukan. Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dapat 
berupa kemudahan dalam pengurusan perizinan investasi melalui Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP), kemudahan izin keimigrasian bagi tenaga kerja 
asing, penyelenggaraan pelayanan segera (rush handling) serta pembongkaran 
dan penimbunan di luar kawasan pabean untuk barang impor tertentu. Untuk itu 
pemerintah hendaknya mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) 
untuk mendukung kebijakan penyediaan insentif non fiskal sebagai dukungan 
atas investasi di sektor energi terbarukan. DPD RI juga merekomendasikan agar 
pemerintah segera menerbitkan Standar Operasional dan Prosedur perizinan/ 
rekomendasi investasi sektor energi terbarukan di daerah dalam bentuk Inpres 
yang menugaskan kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya guna 
memberikan kepastian dan jaminan jangka waktu dan biaya dalam pengurusan 
perizinan dan rekomendasi di daerah.

9.	 DPD RI merekomendasikan pemerintah untuk segera menetapkan Rencana 
Umum Energi Nasioanal (RUEN) sebagaimana diamantakan dalam Pasal 17 dan 
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Keberadaan 
RUEN sangat penting sebagai roadmap dalam mensinkronisasi kebijakan 
masing-masing subsektor energi dan kebijakan sektor lainnya, pedoman dalam 
peningkatan koordinasi vertikal dan horizontal terkait perencanaan energi antara 
pusat dan daerah dan antar daerah, pengkajian mekanisme insentif dan disinsentif 
yang jelas, intensifikasi pemetaan potensi dan kebutuhan energi daerah, 
mempromosikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPTK) di daerah 
yang berfungsi inventarisasi data, mempromosikan pembentukan Forum Energi 
Daerah, memutuskan segera mengenai asumsi, kriteria dan model yang akan 
digunakan pada penyusunan rencana umum energi daerah.
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BAB 5

PENUTUP 

Demikian hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang 
pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Energi.
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